BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR [OATAHUN 2024
TENTANG

RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

BANGKA SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan

meningkatkan persentase saham Pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Sclatan dan Bangka Belitung, maka perlu
dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan ke dalam Modal saham Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, perlu
menetapkan Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2024;
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Py P
c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dirmarsd

dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan Peraturar
Bupati Bangka Selatan tentang Rincian Penyertaan Modal
Pemerintah  Kabupaten Bangka Selatan pada  Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Dacrah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencannan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran - Negnra
Republik Indonesia Nomor 4421),

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentany Perseronn
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4750);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 6850);

11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

12.Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Menetapkan

16 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2023 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 65 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2023 Nomor 65), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan
Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Perseroan Terbatas bank Pembangunan Daerah

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
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6 Perseronn Terhatos Bank Pembangunan  Daerah Sumaters
Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya discbut 171, Brn
Sumsel Babel adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Sumatern Selatan  Bangka Belitung  yang membuka
cabang dan  berdomisili  di Kabupaten Bangka Selatan,
merupnkan  bank  yang  melaksanakan  usahas  secars
konvensional yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

7. Anggaran  Pendapatan  dan Belanja - Daerah  selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah Kabupaten Bangka Selatan,

Pasal 2
Menctapkan Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bangka Seclatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Dacrah Sumatcra Sclatan dan Bangka Belitung pada APBD Tahun
Anggaran 2024.

BAB 11
RINCIAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Sclatan dan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dengan rincian sebagai berikut :

a. nilai Rincian Penyertaan Modal sebesar Rp.2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah);

b. penggunaan dana Penyertaan Modal untuk menunjang ekspansi
usaha  perseroaan terutama meningkatkan portopolio
penyaluran Dana (Pembiayaan) dan mengoptimalkan sumber
penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan; dan

c. pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung.

Pasal 4
Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan
Bupati ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024,
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BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal | Maret 2024

?

Diundangkan di Toboali
pada tanggal | Maret 2024

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

IS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 0-A
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